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This research is a comparative descriptive study by describing and 
analyzing the obtained data. The object of this study is the Regency/City in 
Central Java in 2011-2013 with a population of 35 Regencies/Cities. The analysis 
using the financial ratio tools of which is the ratio of independence local 
financial, regional financial dependency ratios, the ratio of fiscal 
decentralization, effectiveness ratio, efficiency ratio and for mapping the region's 
financial share using index, growth and elasticity. 
Based on the survey results revealed that the level of financial 
independence Regency/City in Central Java over the past three years shows that 
the average is very low. The level of financial dependence Regency/City in 
Central Java over the past three years shows that the average very high. The 
average value of the government's fiscal decentralization Regency/City in Central 
Java in the category was very less. The effectiveness of local revenue earned on 
average in the category ineffective. The efficiency of local revenue earned on 
average in the category of less efficient. 
The results of calculation of the index of financial performance (CCI) and 
the quadrant method based on the share, growth and elasticity of the summary 
budget revenue and expenditure Regency/City in Central Java fiscal year of 2011 
up to 2013, obtained by mapping local financial capacity based methods quadrant 
on the position of the quadrant II to fiscal year of 2011 these conditions have not 
been ideal, but the region has potential development. In the third quadrant 
position for fiscal year of 2012 and the third quadrant position for the 2013 
budget year, this condition has not been ideal, the big role of PAD in the Total 
Expenditure has little opportunity for revenue growth is small. 
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Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif dengan 
menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh. Objek penelitian ini 
adalah daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dari tahun 2011-2013 dengan 
populasi sebanyak 35 daerah Kabupaten/Kota. Alat analisis dengan menggunakan 
beberapa rasio keuangan diantaranya adalah rasio kemandirian keuangan daerah, 
rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, 
rasio efisiensi dan untuk pemetaan keuangan daerah menggunakan indeks share, 
growth dan elastisitas. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kemandirian 
keuangan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu tiga tahun 
yaitu menunjukan rata-rata yang sangat rendah. Tingkat ketergantungan keuangan 
daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu tiga tahun yaitu 
menunjukan rata-rata yang sangat tinggi. Rata-rata nilai desentralisasi fiskal dari 
pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masuk dalam kategori sangat kurang. 
Efektivitas pendapatan daerah diperoleh rata-rata masuk dalam kategori tidak 
efektif. Efisiensi pendapatan daerah diperoleh rata-rata masuk dalam kategori 
kurang efisien.  
Hasil perhitungan indeks kinerja keuangan (IKK) dan metode kuadran 
berdasarkan share,  growth  dan  elastisitas terhadap ringkasan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun anggaran 
2011 sampai dengan 2013, diperoleh pemetaan kemampuan keuangan daerah 
berdasarkan metode kuadran pada posisi kuadran II untuk tahun anggaran 2011 
kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi. Pada 
posisi kuadran III untuk tahun anggaran 2012 dan pada posisi kuadran III untuk 
tahun anggaran 2013 kondisi ini juga belum ideal, peran PAD yang besar dalam 
Total Belanja mempunyai peluang kecil karena pertumbuhan PAD nya kecil.  
 







Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat 
kabupaten/kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 
32/2004 tentang pemerintah daerah yang mengatur masalah otonomi daerah 
dan UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. Misi utama ditetapkannya kedua Undang – Undang 
tersebut adalah bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan 
pembangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih 
penting adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. 
 Penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber 
daya manusia dan sumber pembiayaan yang memadai. Upaya pemerintah 
daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja 
keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan 
pemerintah daerah. 
Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan 
misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi 
(Bastian, 2006:274).. Salah satu instrument untuk menilai kinerja Pemerintah 
Daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisa 
rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan. 
2. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2011-2013?” 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Teknik Analisis Data 
Adapun formulasi untuk rasio kemandirian keuangan daerah, rasio 
kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, 
rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan analisis 




a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang 
menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam 
membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 
pelayanan kepada masyarakat. Berikut formula untuk mengukur 
tingkat Kemandirian Keuangan Daerah : 
 Pendapatan Asli Daerah 
Rasio kemandirian =                                            x100%  
Transfer pusat + propinsi + pinjaman 
b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 
Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat 
kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan 
daerah melalui optimalisasi PAD. Berikut formula untuk 
mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah : 
      Pendapatan Transfer 
Rasio ketergantungan=                                                x100%      
 Total Pendapatan Daerah 
c. Rasio Desentralisasi Fiskal 
Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk 
menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang 
diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 
melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam 
penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap 
total penerimaan daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat 
Desentralisasi Fiskal  
            Pendapatan Asli Daerah 
Rasio Desentralisasi Fiskal =  
        Total Penerimaan Daerah 
d. Rasio Efektifitas 
Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil 
tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data 
realisasi pendapatan dan target pendapatan. Berikut formula untuk 




                        Realisasi penerimaan PAD 
Rasio Efektifitas = x 100%  
        Target Penerimaan PAD 
e. Rasio Efisiensi 
Pengukuran tingkat efisiensi ini untuk mengetahui seberapa 
besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur 
input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang 
dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan 
realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat 
Efisiensi: 
  Pengeluaran Belanja  
Rasio Efisiensi = x 100%  
        Total Penerimaan Daerah 
Adapun analisis kemampuan keuangan daerah diukur dengan 
menghitung rata-rata dari indeks share dan growth berikut rumus masing-
masing indeks. 
 PAD        
a. Share =                          x 100%  
     Total Belanja  
 
                                                                PADi 
b. Growth  =                          x 100%  
      PADi – 1 
    Nilai x Hasil Pengukuran - Nilai x Kondisi Minimum 
Indeks X=    _________________________________________ 
                      Nilai x Kondisi Maksimum - Nilai x Kondisi Minimum 
c. Indeks Kemampuan Keuangan Daerah 
Dihitung dengan formula, IKK = ( XG + XE + XS) / 3 
Keterangan :  XG = Indeks Pertumbuhan ,  
XE = Indeks Elastisitas,  
XS= Indeks Share 




0,00 – 0,33 Rendah 
0,34 – 0,43 Sedang 
0,44 – 1,00 Tinggi 




Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran 




    Sumber : Bappenas, 2003 
Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah 
Berdasarkan Metode Kuadran 
KUADRAN KONDISI 
I Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran 
besar dalam total belanja, dan daerah 
mempunyai kemampuan mengembangkan 
potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan 
besarnya nilai share dan growth yang tinggi. 
II Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah 
mempunyai kemampuan mengembangkan 
potensi lokal sehingga PAD berpeluang 
memiliki peran besar dalam Total Belanja. 
Sumbangan PAD terhadap Total Belanja 
masih rendah namun pertumbuhan (growth) 
PAD tinggi. 
III Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD 
yang besar dalam Total Belanja mempunyai 
peluang yang kecil karena pertumbuhan PAD 
nya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total 
Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD 
rendah. 
IV Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum 
mengambil peran yang besar dalam Total 
Belanja, dan daerah belum mempunyai 
kemampuan mengembangkan potensi lokal. 
Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan 
pertumbuhan PAD rendah. 
  Sumber : Bappenas, 2003 
4. Hasil Analisis Data Penelitian 
4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian menunjukkan bahwa 
kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan biaya untuk 
melakukan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan 
masyarakat jika di lihat berdasarkan nilai rata-ratanya adalah sangat 
KUADRAN II 
Share     : Rendah 
Growth : Tinggi 
KUADRAN I 
Share    : Tinggi 
Growth : Tinggi 
KUADRAN IV 
Share    : Rendah 
Growth : Rendah 
KUADRAN III 
Share    : Tinggi 
Growth : Rendah 
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rendah. Sangat rendahnya rasio kemandirian daerah ini dikarenakan 
penerimaan PADnya belum mampu menutupi anggaran belanjanya. 
Pemerintah daerah belum mampu untuk mengoptimalkan sumber 
Pendapatan Asli Daerah sehingga ketergantungan pada bantuan 
pemerintah pusat masih dimaksimalkan. 
4.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 
Berdasarkan hasil analisis rasio ketergantungan di atas, rata-rata 
hasil analisis menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2013 tingkat 
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masuk 
dalam kategori sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 
selama 3 tahun berada di atas 50%. Hal ini mengidikasikan bahwa kinerja 
PAD maupun sumber pendapatan lainya masih kurang optimal dalam 
membiayai aktifitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih 
bergantung terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan. 
4.3 Rasio Desentralisasi Fiskal 
Selama periode tahun anggaran 2011-2013 diklasifikasikan dalam 
kategori desentralisasi fiskal masing-masing daerah termasuk dalam 
kategori sangat kurang. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD 
dalam menopang pendapatan daerah, serta peran PAD atau 
kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya 
sendiri kurang dari 30%. Dengan kata lain mengindikasikan masih 
sangat kurangnya kemampuan masing-masing daerah dalam 
melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi. 
4.4 Rasio Efektivitas 
Selama periode tahun anggaran 2011-2013 diklasifikasikan dalam 
kategori efektivitas masing-masing daerah secara keseluruhan termasuk 
dalam kategori tidak efektif, karena efektivitasnya masih kurang dari 60%. 
Hal ini ditunjukkan dalam mencapai tujuan yang ditargetkan tidak berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan, berarti pemerintah daerah tidak mampu 
secara maksimal mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan 
belum mampu untuk membiayai kegiatan sendiri dan masih bergantung 
kepada pemerintah pusat. 
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4.5 Rasio Efisiensi 
Selama periode tahun anggaran 2011-2013 diklasifikasikan dalam 
kategori efisiensi masing-masing daerah secara keseluruhan termasuk 
dalam kategori kurang efisien. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian 
tujuan realisasi belanja dan realisasi pendapatan yang ditargetkan 
berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, berarti pemerintah 
daerah belum mampu mengoptimalkan efisiensi sumber-sumber 
pendapatan daerah. 
4.6 Kemampuan Keuangan Daerah 
Berdasarkan hasil perhitungan indeks kemampuan keuangan sesuai 
dengan kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di 
Jawa Tengah tahun anggaran 2011, dapat diketahui bahwa tingkat 
kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 
anggaran 2011 rata-rata adalah memiliki tingkat kemampuan yang rendah.  
Berdasarkan hasil perhitungan indeks kemampuan keuangan sesuai 
dengan kreteria tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di 
Jawa Tengah tahun anggaran 2012, dapat diketahui bahwa tingkat 
kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 
anggaran 2012 rata-rata adalah memiliki tingkat kemampuan yang tinggi. 
Berdasarkan hasil perhitungan indeks kemampuan keuangan sesuai 
dengan kreteria tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di 
Jawa Tengah tahun anggaran 2013, dapat diketahui bahwa tingkat 
kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 
anggaran 2013 rata-rata adalah memiliki tingkat kemampuan yang tinggi. 
 
5. KESIMPULAN 
Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Jawa 
Tengah dalam kurun waktu tiga tahun yaitu menunjukan rata-rata yang 
sangat rendah. 
Tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten/Kota di 
Jawa Tengah dalam kurun waktu tiga tahun yaitu menunjukan rata-rata 
yang sangat tinggi. 
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Berdasarkan hasil perhitungan selama periode 2011 sampai 
dengan 2013 diperoleh rata-rata nilai desentralisasi fiskal dari 
pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masuk dalam kategori 
sangat kurang.  
Berdasarkan hasil perhitungan selama periode 2011 sampai 
dengan 2013 diperoleh rata-rata masuk dalam kategori tidak efektif. 
Artinya Kabupaten/Kota di Jawa Tengah kurang memiliki kinerja yang 
bagus, terbukti dalam mencapai tujuan yang ditargetkan masih kurang 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan 
Berdasarkan hasil perhitungan selama periode 2011 sampai 
dengan 2013 diperoleh rata-rata masuk dalam kategori kurang efisien. 
Artinya Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki pencapaian tujuan 
realisasi belanja dan realisasi pendapatan yang ditargetkan berjalan 
tidak sesuai dengan yang diharapkan, berarti pemerintah daerah belum 
mampu mengoptimalkan efisiensi sumber-sumber pendapatan daerah. 
Dari hasil perhitungan share,  growth  dan  elastisitas terhadap 
ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota di 
Jawa Tengah tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013, diperoleh 
pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran 
pada posisi kuadran II untuk tahun anggaran 2011, pada posisi kuadran 
III untuk tahun anggaran 2012 dan pada posisi kuadran III untuk tahun 
anggaran 2013.  
Dilihat dari hasil perhitungan Indeks kemampuan keuangan 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2011 rata-rata adalah 
memiliki tingkat kemampuan yang rendah. Kemudian tahun anggaran 
2012 rata-rata adalah memiliki tingkat kemampuan yang tinggi. 
Sedangkan tahun anggaran 2013 rata-rata adalah memiliki tingkat 
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